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BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2024 - 2026;

bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah
(RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan
bagi Daerah yvang Masa Jabatan Pemerintahannva
berakhir pada Tahun 2023;

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala
Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurufb dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2024 - 2026,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



10.

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah{(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6420);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

2



11.

12.

13.

14,

15.

16.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31,
Lembaran Negara Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB] (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2020 tentang  Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);



17.

18.

19,

20.

21

22,

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan



24,

25.

26.

27.

28.

29.

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru.;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-
2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026
(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 120);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2013 Nomor 05); dan

Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah.



MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-
2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnyva disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang
disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
selama 3 (tiga) tahun.

8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan.



BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 - 2026
Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-
2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana
Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB I11
SISTEMATIKA
Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB I11 : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam

penvelenggraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
publik.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ayvat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber
pembiayaan lainnya;

Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada avat
(1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber

pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang- undangan;

Dalamn Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
maupun Penjabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan

evaluasi pelaksanan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi ;

a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
Jjangka menengah daerah;

b.  Pengendalian dan evaluasi pelaksanan RENSTRA Perangkat
Daerah ; dan



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA
Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 8

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2024-2026 dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan peruandang -

undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi
yvang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinva
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial

budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan
kebijakan nasional.

Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku

kurang dari 1 tahun

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja
Perangkat Daerah



BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat
dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

(2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan
penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 April 2023

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 13 April 2023
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PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada Penyelengaraan Pemerintahan di Kabupaten Tapin, agar
program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan
masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada
dimasyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat
yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan
informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Proses tersebut diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin akan terasa cepat dan tepat, apabila memanfaatkan
mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan
menggabungkan antara informasi dan komunikasi.

Pada saat ini Pandemi Covid-19 masih melanda hampir di seluruh
dunia. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk
mengurangi risiko terjangkitnya virus Corona salah satunya dengan
menjaga jarak dan tinggal dirumah. Dengan berkurangnya kesempatan
untuk menghabiskan waktu kontak langsung secara social maka
masyarakat mempunyai perubahan perilaku agar tetap bisa melakukan
kegiatan sosial.

Meski pandemi sudah mulai berkurang, pemanfaatan terhadap
teknologi informasi yang terus berjalan menciptakan gaya hidup baru yaitu
penggunaan teknologi informasi hampir di segala bidang untuk dapat
mendukung aktifitas yang efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagai
organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika
diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka
memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada
masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana.
Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang
komunikasi dan informatika maka diharapkan masyarakat akan lebih
partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

BAB | - PENDAHULUAN




PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

1.1 Latar Belakang

Bahwa Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang
menginstruksikan Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir
Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat
Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj.
Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 3 (tiga) tahun
tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk
mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen
perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika;

2. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Renstra Perangkat Daerah dapat juga dijadikan sebagai bahan
evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih
sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-
masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di
bidang Komunikasi dan Informatika.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah
namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan
mengacu kepada tujuan dan sasaran daerah dan arah kebijakan
pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB | - PENDAHULUAN




PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Usaha mewujudkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang
tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi
umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program
pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang
mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan
taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah
dengan mengacu pada RPD serta indikator sebagaimana disebutkan
diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam
RPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam 3 (tiga) tahunan. Selanjutnya, Renstra
dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Berikut merupakan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026 dengan RPD Tahun 2024-2026.

Gambar 1.1

Keterkaitan Penyusunan
RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
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Dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan
PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan
yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai
dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang termasuk di dalam

Renstra ini.

BAB | - PENDAHULUAN




1.2

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan
penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan
berkelanjutan. Rencana  Strategis Perangkat Daerah dapat
dikategorikan  sebagai dokumen manajerial  yang bersifat
komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis
sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup

Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pedoman Numenklatur Perangkat Daerah bidang
Komunikasi dan Informatika;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun
2015 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013
tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
09); dan
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

44, Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

46. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050/413-
Randal/Bappelitbang/2022  Tentang Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah agar tersusunnya suatu program dan kegiatan

sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan baik.
Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan
sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada RPD
Kabupaten Tapin 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika;

2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman
tahapan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan
beserta rencana penganggaran;

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran selama 3 (tiga) tahun kedepan;

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara
efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi
antara Sekretariat dan Bidang-Bidang;

6. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi
kinerja serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan

penyusunan Program dan kegiatan 3 (tiga) tahun mendatang.
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1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan
mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Sistematika Renstra Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 masih
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan
sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2018
menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan
informatika;

3. Pelaksanaan kebjakan teknis di bidang persandian;

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik
sektoral;

5. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin didukung oleh

manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
b. Sekretaris : Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Sub Bagian Keuangan
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c. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Saluran Komunikasi Publik,
terdiri dari :
1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata
Hubungan Masyarakat;
2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Penyetaraan JFT. Pranata
Hubungan Masyarakat;
3) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media JFT.
Pranata Hubungan Masyarakat.
d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Penyetaraan JFT. Pranata
Komputer;
2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
Penyetaraan JFT. Pranata Komputer;
3) Seksi Layanan E-Government Penyetaraan JFT. Pranata
Komputer.
e. Bidang Persandian Dan Statistik, terdiri dari :
1) Seksi Persandian Penyetaraan Sandiman Ahli Muda;
2) Seksi Statistik Penyetaraan Statistisi Ahli Muda.
Adapun uraian tugas dan tata kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapin, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan
Bupati Tapin No. 25 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

mempunyai tugas :

a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan
kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan
statistik;

b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;

c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang persandian;

d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;

e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap
UPT;

f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
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g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

2. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tapin
Sekretariat menyelenggarakan tugas mengordinasikan,
membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program,
pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset
dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan aset Dinas;

e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Dan Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana Kkegiatan
Dinas;

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset Dinas;

e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;

f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
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mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan  pengelolaan  organisasi, tatalaksana dan
hubungan masyarakat;

h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan
Dinas;

i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur
lingkup Dinas; dan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan informasi publik, pengelolaan komunikasi
publik dan layanan informasi publik serta hubungan media. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan
informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan
informasi publik serta hubungan media;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah;

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi Pembangunan
Daerah;

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik;

e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

serta penyediaan akses informasi di daerah; dan
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f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan
informasi publik, pengelolaan komunikasi publik dan layanan
informasi publik serta hubungan media;

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah;

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan  pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dan informasi
Pembangunan Daerah;

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik;

e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
serta penyediaan akses informasi di daerah;

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government
Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan
tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan
aplikasi serta layanan E-Government. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan E-Government
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,dan
pengendalian perumusan kebijakan  teknis  di bidang
penyelenggaraan E-Government;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
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pengendalian pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data
center, disaster recovery center dan TIK;

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet serta layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah;

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan layanan keamanan informasi E-
Government dan layanan manajemen data dan informasi E-
Government,

e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian  pelaksanaan layanan  pengembangan  dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi serta; integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart
city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;

g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah dan masyarakat;

h. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain
bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah; dan

i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang penyelenggaraan E-Government.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan teknis dibidang
penyelenggaraan E-Government;

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data
center, disaster recovery center dan TIK;

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet serta layanan sistem Komunikasi intra

Pemerintah Daerah;
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d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan layanan keamanan informasi E-
Government, dan layanan manajemen data dan informasi E-
Government

e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang
terintegrasi serta integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK
smart city, penyelenggaraan GCIO Pemerintah Daerah;

g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah dan masyarakat;

h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan layanan nama domain dan
subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang penyelenggaraan E-Government; dan

j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

5. Bidang Persandian dan Statistik
Bidang Persandian dan statistik menyelenggarakan tugas

mengoordinasikan,  membina, mengatur dan mengendalikan

persandian dan statistik.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian perumusan kebijakan teknis persandian dan
statistik;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup
daerah;

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian tata kelola persandian yang meliputi keamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan

informasi berklasifikasi;

BAB Il - GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH




PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian sumberdaya persandian yang meliputi sumber daya
manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan
jaringan komunikasi sandi;
. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian operasional pengamanan persandian yang meliputi
pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan komunikasi
sandi; dan
Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan Persandian dan Statistik Sektoral.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan teknis persandian dan
statistik;
. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup
daerah;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan tata kelola persandian yang meliputi keamanan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pengelolaan
informasi berklasifikasi;
. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan sumberdaya persandian yang meliputi sumber
daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras persandian dan
jaringan komunikasi sandi;
. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan operasional pengamanan persandian yang
meliputi pengelolaan komunikasi sandi dan pengamanan
komunikasi sandi;
Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral; dan

. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin
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2.2.Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tapin

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Komunikasi dan
Informatika dan Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya
aparatur pegawai negeri sipil sebanyak 22 aparatur yang memiliki
latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat

dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tabel 2.1
Data Jabatan Struktural Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

No Nama Jabatan Jumlah

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretaris Dinas 1

3 Kepala Bidang 3

4 Kepala Subbag 3
Jumlah 8

Sumber: Data Kepegawaian Desember 2023

Adapun kondisi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total aparatur yang
ada terdiri dari laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak
7 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari sekolah
menengah atas hingga perguruan tinggi (S2) dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jenis Kelamin Pendidikan
Jumlah
L P SMA D3 S1 S2
22 15 7 2 2 15 3

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Kemudian dilihat dari rata-rata usia aparaturnya, rentang usia
aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin cukup
bervariatif dengan usia termuda 26 tahun dan tertua 59 tahun dengan

jumlah pegawai terbanyak berada pada usia 32-40 tahun, vyaitu
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sebanyak 10 orang aparatur sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Usia Aparatur
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Usia Aparatur

Jumlah
32s/d 41 s/d 52s/d
o B 2L 40 50 59
22 3 8 5 6

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Sesuai data per Desember 2023, komposisi aparatur berdasar
golongan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
sebanyak 2 orang golongan II, sebanyak 18 orang golongan III, dan

2 orang golongan 1IV.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Golongan
Jumlah
II II1 IV
22 2 18 2

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023

Adapun kondisi Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin, dari total
Pegawai Tidak Tetap yang ada terdiri dari laki-laki sebanyak 29 orang
dan perempuan sebanyak 14 orang dengan tingkat pendidikan
bervariasi mulai dari sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi
(S2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Data Pegawai Tidak Tetap Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Per Desember 2023

Jenis Kelamin Pendidikan
Jumlah
L P SMA | SE | S.Kom M.Ikom
43 29 14 22 3 16 2

Sumber: Data Kepegawaian Bulan Desember 2023
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2.2.2. Aset

Sarana dan prasarana merupakan syarat wajib dalam

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendorong serta
memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target
kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2024-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam
melaksanakan mobilitas kerja setiap harinya didukung pula dengan
kendaraan operasional yang sejauh ini dalam kondisi cukup baik untuk
dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas, baik di dalam
maupun di luar wilayah unit kerja. Adapun kendaraan dinas
operasional yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan
yang terdiri dari kendaraan roda empat 2 (dua) unit dan kendaraan
roda dua 1 (satu) unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2023

TAHUN
No JENIS KENDARAAN PEROLEHAN JUMLAH
(1) (2) (3) (4)
1 Toyota/ Avanza 2012 1 Unit
2 Honda HRV-S/ MT-VIN2015 2015 1 Unit
3 Honda/ Revo F1 SW 2016 1 Unit

Sumber: SIMDA BMD Dinas Kominfo Tahun 2023

Adapun Rekapitulsi barang dan inventaris kantor yang tercatat
sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Aset Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
Tahun 2023
Nilai Aset (Rp)
No JENIS ASET
2022 2023

(1) (2) (3) (4)

1 Tanah 0 0
2 Peralatan dan Mesin 2.748.532.071 5.875.867.827
3 Gedung dan Bangunan 7.161.587.650 7.161.587.650
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 0 0
5 Aset Tetap Lainnya 0 0
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6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0
7 Aset Tidak Berwujud 205.050.000 603.308.559
8 Aset Lain-Lain 0 103.109.700

Jumlah 10.115.169.721 13.037.455.477

Sumber: SIMDA BMD Dinas Kominfo Tahun 2023

2.3.Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin, urusan
pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian sebelumnya di jalankan oleh 3 (Tiga) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
(Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika);

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin
(Urusan Bidang Statistik);

3. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin (Urusan
Bidang Persandian);

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapin, kewenangan Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian pada ketiga OPD tersebut
berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin telah
mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian.

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi
dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tapin
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal
tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan
akses, pelayanan  dan kemudahan masyarakat  untuk
berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Secara umum kinerja
Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:
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Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang

Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023

BIDANG URUSAN/INDIKATOR
No KINERJA PEMBANGUNAN T;;IZUI_N T;;IZUZN T;\:zl;N
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5)
A Urusan Pemerintahan Wajib
Bukan Pelayanan Dasar
1 Urusan Komunikasi dan
Informatika
1.1 | Jumlah Pemancar Telepon 98 Unit | 98 Unit | 109 Unit
Genggam
1.2 | Jumlah Pemancar Telepon 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Stationer
1.3 Jumlah Website 44 Unit 75 Unit 88 Unit
1.4 Jumlah Aplikasi 6 Unit 12 Unit 12 Unit
1.5 Jumlah Ketersediaan WiFi Publik 3 Unit 3 Unit 3 Unit
1.6 Hasil Penayangan Kerjasama 35.450 43.550 53.930
) Pemda dengan LPPL Menit Menit Menit
1.7 Jumlah SDM yang Paham tentang 210 210 210
) Opini dan Aspirasi Publik Orang Orang Orang
18 Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi 30 90 170
) Publik Aduan Aduan Aduan
1.9 Jumlah Kelompok Informasi 6 KIM 8 KIM 10 KIM
Masyarakat (Kim)
Jumlah Berita yang Diposting di
1.10 Website Kabupaten / Jumlah 1.346 1.826 2.306
) Diseminasi Informasi melalui Berita Berita Berita
Website Kabupaten
Jumlah Media yang Bekerjasama
1.11 Dalam Penyebarluasan Informasi 2 Media 3 Media 3 Media
Daerah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemancar Telepon Stasioner

Komunikasi merupakan sektor yang penting dewasa ini, untuk

menunjang kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi di

Kabupaten Tapin tahun 2023 terdapat 1 menara pemancar

telepon stasioner milik PT. Telkom yang berlokasi di Jalan

Pembangunan Kantor Perwakilan Telkom Kota Rantau.

2. Jumlah Pemancar Telepon Genggam

Selain pemancar telepon stasioner juga terdapat pemancar

telepon genggam vyang tersebar hampir disemua wilayah

Kabupaten Tapin, pada akhir tahun 2023 terdapat 109 menara

BTS (Base Transceiver Station) swasta yang tersebar disemua

Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 2.9
Data Jumlah Menara BTS Swasta Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No KECAMATAN JUMLAH PERSENTASE
(1) (2) (3) (4)
1 | Binuang 27 24,77%
2 | Hatungun 5 4,58%
3 | Tapin Selatan 13 11,92%
4 | Salam Babaris 6 5,50%
5 | Tapin Tengah 5 4,58%
6 | Bungur 6 5,50%
7 | Piani 2 1,83%
8 | Lokpaikat 10 9,17%
9 | Tapin Utara 20 18,34%
10 | Bakarangan 2 1,83%
11 | Candi Laras Selatan 6 5,50%
12 | Candi Laras Utara 7 6,42%
Jumlah 109 100,0%

Sumber ! Statistik Sektoral Tahun 2023

Berdasarkan tabel Data menara BTS (Base Transceiver Station)
swasta yang disediakan oleh berbagai provider operator selular
dengan jumlah masing-masing Telkomsel ada 40 unit, XL ada
15 unit, Smartfen ada 11 unit, Indosat ada 10 unit, TRI ada 6
unit, lebih dari satu operator 9 unit, dan operator lainnya 17
unit. Meskipun sudah banyak jenis provider yang sinyalnya
dapat beroperasi dengan baik, namun masih terdapat desa
yang masih belum sepenuhnya mendapatkan jaringan karena

aksesnya terbatas.

. Jumlah Website

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada
sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti
Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat
Internet. Alamat suatu situs di Internet disebut nama domain.
Dengan kata lain alamat website yang digunakan untuk
menemukan suatu informasi bahkan untuk berkomunikasi
dibuatkan kedalam suatu Sistem elektronik.

Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan peraturan

perundang-undangan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5
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Tahun 2015 di Kabupaten Tapin pada akhir tahun 2023
sebanyak 88 website dari 34 OPD melalui domain utama Dinas

Kominfo yaitu tapinkab.go.id.

. Jumlah Aplikasi

Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang
diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa kegiatan yang
dilakukan secara manual pun mulai beralih secara otomatis.
Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital
yang terus berjalan dengan cepat. Ketika membahas tentang
digitalisasi, maka bidang komunikasi adalah bidang yang
mengalami perkembangan paling cepat. Memasuki
perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tapin, maka
Setiap layanan dituntut untuk menggunakan layanan berbasis
digital (Aplikasi). Sampai pada akhir Tahun 2023 Aplikasi
Layanan baik layanan publik dan layanan administrasi yang
terintegrasi dengan Sistem penghubung layanan pemerintah
ada 12 layanan, melalui layanan Aplikasi E-Sakip dan
Padaringan yang terintegrasi dengan Simda, Webprofil yang
terintegrasi dengan Tapinkab, Kerja Tamasa terintegrasi
dengan Sapa Tapin, Portal Tapin terintegrasi dengan Tapinkab,
E-Tamasa dan E-Sakip yang terintegrasi dengan Sapa Tapin,
Aplikasi TIK, E-Office, dan SiDAK terintegrasi dengan Sapa
Tapin.

. Jumlah Ketersediaan WIFI Publik

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, ketersediaan
jaringan internet merupakan kunci lancarnya komunikasi dan
informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tapin menyediakan fasilitas wifi untuk
layanan publik. Akses wifi gratis untuk publik ini tersebar di tiga
lokasi yang pertama berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rantau Baru, lokasi kedua di Taman Harapan Pasar Keraton,
dan lokasi ketiga di Lapangan Tenis Tapin Putra. Masyarakat
Tapin dapat menggunakan fasilitas WiFi tersebut dengan

kecepatan bandwidth sampai dengan 30 Mbps. Meskipun
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tergolong mumpuni namun seiring perkembangan waktu
kecepatan banwidth tersebut masih perlu ditingkatkan dan
memperbanyak sebaran lokasi keberadaan wifi publik sehingga
kedepan diharapkan area publik Tapin well connected yang
jaringan internetnya tanpa terputus. Dan juga dilakukan
pembatasan akses masyarakat untuk mencari informasi-
informasi yang baik dan benar untuk menghindari informasi

hoaks.

. Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat
LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum
yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan
kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat
independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan
layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya
berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio
dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPL
berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang
sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya
bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan
seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Kabupaten Tapin dibentuk pada tahun 2009 dengan
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Tapin TV. Selama periode Tahun 2018 -
2023 LPPL Tapin TV sudah melakukan penayangan selama
53.930 Menit.

Kemudian pada akhir tahun 2022, mendasari Peraturan Menteri
Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran
televisi digital terestrial Digital Video Broadcasting. LPPL Tapin
TV ikut berpartisipasi dalam migrasi siaran Analog ke Digital.
Dalam hal ini, pemerintah daerah berusaha untuk beradaptasi
dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan
menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan

industri penyiaran ke depan.

7. Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik
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Reformasi birokrasi tidak terlepas dari delapan area perubahan,
salah satu diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja aparatur pemerintah. Hal inilah yang dituntut oleh
masyarakat di mana pun, termasuk Kabupaten Tapin.
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggaraan
pemerintahan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring
dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta
adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan
penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Oleh
karena itu, pemerintah memerlukan saluran  untuk
mempertanyakan terkait dengan layanan publik yang sudah
diberikan oleh setiap jajaran pemerintah melalui aplikasi SP4N-
Lapor. SP4N-Lapor merupakan inovasi yang dibutuhkan
masyarakat sebagai saluran informasi yang bisa digunakan
untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap
pelayanan yang diberikan pemerintah. Apalagi, SP4N-Lapor ini
terintegrasi ke pemerintah pusat sehingga menjadi indikator
penilaian, apakah pemerintah kabupaten Tapin dapat
memberikan pelayanan publik yang baik atau tidak. Dalam hal
optimalisasi pengelolaan SP4N-Lapor ini dibantu oleh admin di
masing-masing OPD. Sampai dengan tahun 2023 ini ada 210
orang vyang sudah mendapatkan pelatihan, sehingga
keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi agen informasi
dan memberikan wawasan admin SP4N-Lapor untuk
memberikan layanan publik yang cepat, tanggap, dan responsif

terhadap laporan masyarakat.

. Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik

Aduan dan aspirasi dalam pelayanan publik umum terjadi
ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas
pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan
ketika laporan yang disampaikan tidak dikelola dan ditanggapi
secara baik oleh petugas pengaduan.

Di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2023 terdapat 170
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aduan yang masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, sebagian
besar  pengaduan masyarakat yang masuk  terkait
insfrastruktur, pelayanan masyarakat, bantuan sosial,
ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban umum, layanan air
minum/bersih, parkir liar, drainase, penerangan jalan, hingga
administrasi kependudukan. Namun semua aduan dapat
terdisposisi dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari
Instansi penerima aduan. Adanya laporan tersebut memang
sudah menjadi trend pengaduan di masyarakat. Ini PR bagi
daerah, bagaimana setiap laporan dari masyarakat secepatnya
dianalisa, direspon, ditanggapi secara cepat untuk diteruskan

serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.

9. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok
yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk
masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola
informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan
nilai tambah.

Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dan telah
melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) sampai pada tahun 2023 berjumlah 10
Kelompok tersebar di 10 Desa di Kabupaten Tapin. Semakin
banyak jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maka
menggambarkan penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi
informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan dengan

baik dan berjalan 2 (Dua) arah.

10. Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah

Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten

Sampai pada akhir tahun 2023 Jumlah berita yang diposting di
website  kabupaten sebanyak 2.306 berita, meliputi
dokumentasi kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah
daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin untuk di sebar
luaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial
Dinas Kominfo, agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg

transparan.
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11.Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan
Informasi Daerah.
Pada 2023 yang
penyebarluasan informasi daerah di Kabupaten Tapin ada 3

tahun media bekerjasama dalam
media yang dikerjasamakan

dengan media luar dalam meliput kegiatan kepala daerah dan
kegiatan pemerintah daerah dilingkup kabupaten Tapin untuk di
sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya

kegiatan pemerintahan yg transparan.

2. Urusan Bidang Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Informatika

Statistik.

Kabupaten  Tapin, Dinas Komunikasi  dan

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Tapin pada Tahun

2021 - 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023

URUSAN BIDANG/INDIKATOR
No KINERJA PEMBANGUNAN T;\:ZUIN TQ;IZUZN T;\:Z%N
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5)
A Urusan Pemerintahan Wajib
Bukan Pelayanan Dasar
2 Urusan Statistik
2.1 | Tersedianya Sistem Data dan - 1 Sistem 1 Sistem
Statistik yang Terintegrasi
2.2 | Tersedianya Buku "Kabupaten 300 350 400
Dalam Angka” Buah Buah Buah
2.3 | Tersedianya Buku "PDRB” 300 350 400
Buah Buah Buah
2.4 | Tersedianya Buku Statistik Sektoral - 60 Buah | 120 Buah
2.5 | Tersedianya Buku Statistik Ekonomi - 50 Buah 100
Makro Buah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Terintegrasi

Sistem data dan statistik terintegrasi tersedia pada Dinas

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Tapin diwujudkan

dalam rangka menuju Tapin Satu Data, dengan menggunakan

Aplikasi

SIDAK (Sistem
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dengan alamat website : www.sidak.tapinkab.go.id. Semakin
banyak data informasi yang terupload pada website, semakin
baik juga proses diseminasi informasi di Kabupaten Tapin.
Namun sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan
terhadap pengelolaan system data ini, baik kapasitas pengelola

data maupun pihak lain sebagai produsen data.

2. Tersedianya Buku KDA dan PDRB
Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik
atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara
pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Sampai
dengan Tahun 2023, Buku KDA (Kabupaten Dalam Angka) dan
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik, dan didiseminasikan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika sebanyak 400 buah.

3. Tersedianya Buku Statistik Sektoral
Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral
yang berisi tentang kondisi eksisting seluruh Perangkat Daerah
kepada unit pengelola statistik untuk membuat daftar data
statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing
perangkat daerah. Sampai dengan Tahun 2023, Buku Statistik
Sektoral yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika sebanyak 120 buah.

4. Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro
Sampai dengan Tahun 2023, Buku Statistik ekonomi Makro
yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika sebanyak 100 buah.

. Urusan Bidang Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur
oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan
daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam
pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang
Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pertama adalah
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penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu
dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi
(JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan,
keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan
ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten
informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai
peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga

perlu dilaksanakan vyaitu dukungan kegiatan pengamanan
informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang
harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang
membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.
Kewenangan kedua vyaitu terkait penetapan pola hubungan
komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola
sandi,

hubungan komunikasi indikatornya dilihat dari jumlah

organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian
untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan
atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah
total perangkat daerah. Kinerja pembangunan daerah pada Urusan
Pemerintahan Bidang Persandian di Kabupaten Tapin pada Tahun

2020-2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Persandian
Kabupaten Tapin Tahun 2021-2023
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URUSAN BIDANG/INDIKATOR
No KINERJA PEMBANGUNAN TQ;IZUI_N TQ;IZUZN TQ;IZ%N
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5)
A Urusan Pemerintahan Wajib
Bukan Pelayanan Dasar
3 Urusan Persandian
3.1 Perangkat daerah yang telah - 1 OPD 1 OPD
menggunakan sandi dalam
komunikasi Perangkat Daerah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan
Tahun 2022 Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah berjumlah 1 OPD dari 54 Opd
atau 1,85% yakni terdapat pada Dinas Kominfo sendiri. Meskipun
demikian Dinas Kominfo akan terus memacu perangkat daerah

lainnya untuk berpartisipasi terhadap penggunaan persandian ini.
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Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan

sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2022-

2023. Data untuk mengisi tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dan
2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan tahun 2022 - 2023 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 2.12

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin

Realisasi
. - - UELE S ) Renstra Rasio Capaian
Indikator Kinerja SRR Perangkat ada Tahun ke-
No Sesuai Tugas dan Daerah Tahun | hgll_ . P o
Fungsi Perangkat Ke- CLLCLULIG LD (%)
Daerah Ke-
2022 2023 2022 | 2023 2022 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase Wilayah
1 Kabupaten Tapin 97% 100% | 96,8% | 100% | 99,8% | 100%
Bebas Blankspot
Persentase Area
Publik Kabupaten
2 | Tapin dengan 90% 100% 6!?/’7 7%}37 74,1% 7%}37
Kecepatan Internet 0 0 0
Rata-rata 50 MBPs
3 '}Ze"e' SPBE 3 3 2,29 | 3,00 |76,3% | 103%
abupaten Tapin
Persentase Aduan
Masyarakat
4 | Terverifikasi yang 100% 100% | 100% | 100% 100% 100%
Respons Time dan
Ditindak Lanjuti
Persentase
Penyebarluasan
5 | Informasi Publik 100% 100% | 100% | 100% 100% 100%
terhadap
Masyarakat
Persentase Data
6 | Statistik yang 90% 100% 90% 100% 100% 100%
Disediakan
Persentase Layanan
7 | Pengamanan Data 90% 100% | 90% 100% | 100% 100%
dan Persandian

Sumber: LKIP Dinas Kominfo Tahun 2022-2023

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari 7 Indikator Kinerja Utama

(IKU) dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapin Tahun 2018-2023 masing-masing sampai dengan tahun 2023

terealisasi dengan baik yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase Wilayah Kabupaten Tapin Bebas Blankspot

Sampai dengan tahun 2023 adalah 100% terealisasi dengan baik
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dari target 100% dengan rasio capaian 100% artinya dari 126 Desa
yang ada di Kabupaten Tapin seluruhnya sudah terkoneksi jaringan
komunikasi/internet nya, dimana pada tahun 2023 telah dibangun
menara BTS oleh provider swasta sebanyak 2 unit pada 2 Desa di
Kecamatan Piani, dan dengan dibangunnya 2 menara BTS di 2 desa
tersebut maka Kabupaten Tapin dinyatakan sudah bebas blankspot
(null blankspot). Ini sejalan dengan sinergisitas Pembangunan Ibu
Kota Negara terkait dukungan infrastruktur IT yang mendukung
Transformasi Digital di wilayah Kabupaten/Kota penyangga Ibu

Kota Negara baru.

. Persentase Area Publik Kabupaten Tapin dengan Kecepatan
Internet Rata-rata 50 Mbps

Sampai dengan tahun 2023 ini Area Publik khsusus nya wilayah
Perkantoran dan beberapa titik yang sarana jaringan internet nya
disediakan oleh Dinas Kominfo sudah terkoneksi dengan baik.
Tercatat ada 38 OPD dari 54 OPD sudah menggunakan akses
internet dengan bandwith rata-rata diatas 50 Mbps. Artinya sampai
dengan tahun 2023 terealisasi 70,37% dari target 100% dengan
rasio capaian 70,37% dan bisa dipastikan beberapa Area Publik
khsusus nya wilayah Perkantoran dan beberapa titik yang sarana
jaringan internet nya disediakan oleh Dinas Kominfo sudah
terkoneksi dengan baik.

Pada tahun 2023 Dinas Kominfo sudah membangun Jaringan Fiber
Optik dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda,
Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, dan Bappelitbang. Dan
selanjutnya pada tahun 2024 Dinas Kominfo melanjutkan
pembangunan Jaringan Fiber Optik untuk melayani perkantoran
diwilayah sekitar kawasan Rantau Baru. Meskipun pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap namun diiharapkan dengan adanya
jaringan ini dapat meningkatkan sistem layanan kepemerintahan
(E-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan
sistem E-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi

masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

. Level SPBE Kabupaten Tapin

Salah satu aspek penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan
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suatu sistem pemerintahan era modern saat ini yaitu
terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik
(SPBE) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dan pedoman evaluasi pelaksanaannya diatur dalam
Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang
diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui
kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan
data dan dokumen pendukung.

Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023
berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun
2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (SK terlampir), memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar
3,09 dengan predikat Baik, hasil ini sudah berada diatas target di
level 3 dengan rasio capaian 103%. Berdasarkan Hasil Evaluasi
SPBE vyang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB tersebut,
Pemerintah Kabupaten Tapin berada di urutan ke 6 (enam) Se
Provinsi Kalsel naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya.

Upaya vyang dilakukan Dinas Kominfo bersama Tim SPBE
Kabupaten saat ini yaitu mengoptimalkan layanan administrasi
berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang
terintegrasi dan berdaya guna. Langkah ini untuk mendukung
percepatan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Secara umum evaluasi implementasi SPBE di Pemerintah
Kabupaten Tapin mulai membaik yaitu dengan adanya Kebijakan
Internal Tim Pengarah SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana dan
Arsitektur SPBE, tersedianya layanan administrasi pemerintah
berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.
Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tapin,
dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan
layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di
Pemerintah Kabupaten Tapin. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang

telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Tapin sudah dapat
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menggambarkan predikat baik dalam penerapan  SPBE,
sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan yang
teridentifikasi dalam evaluasi proses penyelenggaraan SPBE di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Keunggulan penerapan
SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah pada
penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek
Layanan Administrasi Pemerintahan, dan Aspek Layanan Publik
Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya
Kebijakan Pemerintah Bupati Kabupaten Tapin yang telah
mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara
internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda
lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim
Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan
Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya
secara lengkap. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan
Adminstrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan
aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan,
penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan
aplikasi lokal yang telah terintegrasi dengan SIPD, maupun
menggunakan aplikasi SIPD itu sendiri dan kearsipan melalui
aplikasi Srikandi sehingga secara administratif  dapat
terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh
keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan
gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten
Tapin menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun
kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapin masih terdapat
beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Penyelenggara SPBE,
aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan aspek Audit TIK.
Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
masih dilakukan tanpa perencanaan yang terstruktur dan jelas
serta belum dilaksanakan secara menyeluruh. Begitu pula dengan
aktivitas pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, dimana aktivitas
manajemen dilakukan tanpa perencanaan yang terstruktur dan
jelas, dilakukan tanpa pedoman, dan/atau belum mencakup

keseluruhan proses/kompetensi. Pada aspek Audit TIK, kegiatan
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Audit TIK belum dilaksanakan sama sekali, sehingga pemanfaatan
seluruh aset TIK yang dimiliki, baik itu dari segi Infrastruktur,
Aplikasi, dan Keamanan TIK tidak dapat dikendalikan, dipantau,
dan dikelola dengan baik. Hampir sebagian besar dari seluruh
indikator pada aspek Penyelenggaraan dan Penerapan Manajemen
SPBE dilakukan tanpa perencanaan, sehingga Rencana Strategis
yang telah terbentuk dapat diturunkan menjadi rencana kerja
aktivitas penyelenggaraan SPBE yang terencana dan terukur
dengan baik, sehingga dapat dijadikan pedoman, panduan, dan
acuan serta target bagi Tim Koordinasi SPBE dan seluruh
penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dengan demikian kesesuaian aktivitas penyelenggaraan SPBE oleh
penyelenggara SPBE dapat terukur dan dievaluasi dengan baik
guna perbaikan ke depannya. Terkhusus aspek Audit TIK,
pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
perlu direncanakan, dibuatkan pedoman pelaksanaan audit, dan
dilaksanakan sesuai standar dan pedoman yang berlaku agar
penyelenggaraan SPBE dapat dijaga integritas dan reliabilitasnya
dalam memberikan pelayanan pada publik.

Kedepannya layanan-layanan berbasis elektronik dapat
dikembangkan dengan memperhatikan integrasi data antar unit

kerja / OPD maupun integrasi dengan institusi lainnya.

4. Persentase Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons
Time dan Ditindak Lanjuti
Aduan Masyarakat Terverifikasi yang Respons Time dan Ditindak
Lanjuti sampai dengan tahun 2023 terdapat 170 aduan yang
masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, seluruhnya terdisposisi
dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari Instansi penerima
aduan dan telah ditindak lanjuti seluruhnya dari target 170 aduan,
dengan rasio capaian 100%.
Sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk terkait terkait
insfrastruktur (jalan rusak/berlubang), pelayanan masyarakat,
bantuan sosial, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban umum,
layanan air minum/bersih, parkir liar, drainase, penerangan jalan,
administrasi kependudukan, penataan pasar, sinyal tv digital

hingga dugaan nepotisme pelaksanaan bimtek/tugas luar. Adanya
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laporan tersebut memang sudah menjadi trend pengaduan di
masyarakat. Ini PR bagi daerah, bagaimana setiap laporan dari
masyarakat secepatnya dianalisa, direspon, ditanggapi secara
cepat untuk diteruskan serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh
OPD terkait.

. Persentase Penyebarluasan Informasi Publik terhadap
Masyarakat

Bahwa tingkat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui
Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2023 adalah
100%, sudah baik. Penyebarluasan Informasi publik dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan pada pengelolaan informasi dan
komunikasi publik melalui berbagai media massa, kemudian juga
Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah yakni
penduduk usia 17 tahun keatas sejumlah 150.051 orang (sumber:
Data Konsolidasi Bersih Semester 1 Tahun 2023 dari Dinas
Dukcapil), dan dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 100%

yang responsif terhadap informasi dan komunikasi publik.

. Persentase Data Statistik yang Disediakan

Persentase data statistik yang disediakan selama 2 tahun terakhir
meraih capaian 100%, artinya bahwa perangkat daerah telah
menjalankan layanan statistik sektoral setiap tahunnya dan
melakukan  perbaikan data/ update informasi sehingga
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam
menyediakan data statistik sektoral yang baik. Jenis Data statistik
yang disediakan adalah Kabupaten Dalam Angka, PDRB, Statistik
Ekonomi Makro, dan Statistik Sektoral. Kedepan diharapkan Dinas
Kominfo dapat memacu penyelenggaran Sistem data dan statistik
yang terintegrasi dalam rangka menuju Tapin Satu Data. Namun
sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap
pengelolaan ssstem data ini, baik kapasitas pengelola data maupun

pihak lain sebagai produsen data.

. Persentase Layanan Pengamanan Data dan Persandian
Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah

informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan
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dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam
hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang
Persandian telah menggunakan Email Sanapati untuk
meminimalisir resiko ancaman terhadap keamanan Informasi yang
masuk dengan rata-rata pertahun sejumlah 350 surat berita. Email
Sanapati merupakan impelemntasi dari tata kelola Jaminan
Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan,
ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Sampai
pada tahun 2023 persentase layanan pengamanan data dan

persandian dengan capaian 100%.

2.5.Realisasi Anggaran
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023, pelaksanaan

program/kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapin didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Tapin.

1. Pendapatan
Realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi menara BTS pada
periode 01 Januari s/d 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.
134.043.000 dengan capaian 167,55% dari target yang sudah
ditetapkan yaitu sebesar Rp. 80.000.000.

2. Belanja Operasi
Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin
khususnya pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 mendapatkan
tambahan anggaran untuk menunjang kegiatan Kerjurnas Rally
Kabupaten Tapin, perangkat penunjang kegiatan Computer
Security Insident Response Team (CSIRT), perangkat penunjang
kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS),
peralatan penunjang Studio Podcast, Perangkat Satelite On The
Box (SOTB), pengadaan server untuk penunjang tambahan
penghasilan pegawai (TPP) melalui aplikasi Govem. Realisasi
Belanja secara keseluruhan pada periode 01 Januari s/d 31
Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.606.753.920 dengan
capaian 90,12% dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp.
9.550.423.721.
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Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Tapin tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini:
Tabel 2.13
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023
. Anggaran . . Lebih/ 0
No Uraian 2023 Realisasi 2023 Kurang (%)
1 Pendapatan LRA 80.000.000 134.043.000 54.043.000| 167,55
1.1 Pendapatan Asli 80.000.000 134.043.000 54.043.000| 167,55
Daerah (PAD)
1.1.1| Pendapatan 80.000.000 134.043.000 54.043.000| 167,55
Retribusi Daerah
- LRA
2 Belanja 12.792.805.746| 10.780.061.376| (2.012.744.37| 84,27
0)
2.1 Belanja Operasi 9.550.423.721 8.606.753.920| (943.669.801)| 90,12
2.1.1 | Belanja Pegawai 3.409.334.794 2.945.100.331| (464.234.463)| 86,38
2.1.2 | Belanja Barang 5.851.088.927 5.371.653.589| (479.435.338)| 91,81
2.1.3 | Belanja Hibah 290.000.000 290.000.000 0 100
2.2. | Belanja Modal 3.242.382.025 2.173.307.456| (1.069.074.56| 67,03
9)
2.2.1| Belanja Modal 2.992.382.025 1.924.407.456| (1.067.974.56| 64,31
Peralatan dan 9)
Mesin
2.2.2 | Belanja Jalan, 250.000.000 248.900.000 (1.100.000)| 99,56
Irigasi dan
Jaringan
Surplus/ (Defisit) (12.712.805.746) [(10.646.018.376) | 2.066.787.370 83,74

Sumber: CALK Dinas Kominfo Tahun 2023

2.6.Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
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dalam 3 (tiga) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai
pusat data center dan TIK di Kabupaten Tapin, sehingga perlu adanya
persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras
maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan
TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di
Kabupaten Tapin, tentu saja perlu dorongan positif dari pimpinan dan
stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana
strategis disamping juga memberikan SDM berkualitas yang dapat
mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa dan dalam

tantangan peluang yang dihadapi

pengembangan pelayanan TIK yaitu :
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1. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah sebagai berikut:

1.
2.

Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
Pengelolaan website Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah

terintegrasi dan terupdate;

. Konten hoax yang beredar di masyarakat;

4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan

informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara

untuk mengakses informasi publik);

. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan

informasi;

6. Jaminan keamanan sistem informatika TIK;

7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;

8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang

handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT

(Analis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan).

2. Peluang

Adapun peluang vyang bisa memberikan proses

berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tapin di masa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi;

. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh

informasi;

3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah;

. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan
masyarakat (komunikasi);

. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang
baik milik pemerintah maupun swasta;

. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan
produktif;

. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan

Negara.
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Semua potensi dan peluang yang dimiliki harus dapat
dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada
dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan
sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam
rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah
daerah Kabupaten Tapin.

Untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan pelayanan
tersebut, perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk periode
2024-2026 dapat dilihat dalam tabel perkiraan anggaran belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2024-2026 di

berikut ini.
Tabel 2.14
Perkiraan Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024-2026
Anggaran
No Urusan =
Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Komunikasi dan
Informatika,
Statistik dan
Persandian

6.385.859.736 6.540.043.818 50.715.982.497

Sumber: Lampiran SE Bupati Tapin No.050/413-Randal/Bappelitbang/2022
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam
jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan
komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan
keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi
peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya
sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan
peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan
Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di
Kabupaten Tapin.

Penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu
pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan,
efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah
sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif
terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah
alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan
gambaran vyang riil dan akurat terkait semua potensi maupun
kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa
cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan
efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin
dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan,
akuntable, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang
ingin dicapai.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek
pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu
mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap
pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja
pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi
yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai
alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon

khusus dan social media menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja
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pelayanan pada tahun-tahun berikutnya. Saat ini diperlukan inovasi
bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai
elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima
informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan
kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke
waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada
penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya
sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi
untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk
mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah
begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara
kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh
pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi
dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang
belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup
nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas
yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut
bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik,
untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan

secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya pelayanan publik berbasis IT dan
terbatasnya akses masyarakat dan aparatur pada keterbukaan
informasi publik untuk segera dicarikan solusi inovatif terbaik
sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih maka
permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus
dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam
menguraikan berbagai kebijakan strategik tiga tahun mendatang.
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebuah
Perangkat Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian vyakni
permasalahan internal dan permasalahan eksternal, dimana pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin permasalahan
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tersebut secara garis besar berupa :
1. Masalah Internal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi
di bidangnya;

b. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana /
insfrastruktur TIK;

c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan data untuk
mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali
data;

d. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk
akses informasi bagi masyarakat;

e. Belum optimalnya penggunaan  teknologi informasi

komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

2. Masalah Eksternal

a. Masih adanya daerah sinyal lemah (lowspot) terutama untuk
daerah dengan kondisi geografis berbukit/pegunungan;

b. Belum terkoneksinya jaringan internet antar SKPD dan
Kecamatan;

c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam
penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;

d. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang
disebabkan keterbatasan akses informasi;

e. Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan
mahalnya biaya komunikasi;

f. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral
untuk perencanaan pembangunan daerah;

g. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan
persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang

wajib diamankan.

3.2. Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di

masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
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adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Beberapa isu strategis yang saat ini cukup banyak
mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki relevansi
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin adalah :

1. Tapin Satu Data;

2. Nilai SPBE Kabupaten Tapin dalam level kategori Baik; (SK
Menpan-RB Nomor : 13 Tahun 2024);

3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk
percepatan penyelenggaraan SPBE;

4. Mengoptimalkan  penggunaan teknologi, informasi dan
komunikasi dalam pengaplikasian konsep smart city;
Keterbukaan Informasi Publik;

Integrasi data statistik sektoral daerah;

Pengamanan Informasi dan Persandian.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap yang strategis,
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah, dan akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Oleh karena itu,
perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Tapin
harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran daerah
Kabupaten Tapin, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten
Tapin.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Rumusan tujuan
dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2024-
2026 adalah :

“"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan

Berbasis Elektronik”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan untuk
mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Layanan Publik Berbasis IT;

2. Meningkatnya Pemanfaatan IT pada Penyelenggaraan
Pemerintahan;

3. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan;

4. Meningkatnya Layanan Informasi Pemerintah yang Diamankan.
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4.2,

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Kemudian pada Triwulan IV tahun 2023 terjadi perubahan
pada Sasaran Strategis, dilakukan berdasarkan atas rekomendasi
Hasil Lapangan Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Dimana kinerja yang
disusun berdasarkan implementasi Permen PANRB Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang
dilakukan melaLui 5 (lima) tahapan yaitu;

1) Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam
penjenjangan Kinerja;

2) Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);

3) Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor)
kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;

4) Merumuskan Indikator Kinerja; dan

5) Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan
dan Kinerja jabatan.

Adanya perubahan sasaran kinerja tersebut berakibat
terjadinya perubahan pada Sasaran Strategis Perangkat Daerah.
Adapun perubahan Sasaran Strategis yang termuat dalam
Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah;

3. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah 3 (tiga) tahunan
Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator dan target
kinerjanya baik sebelum dan sesudah perubahannya dapat dilihat

dalam cascading kinerja pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.1

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

TARGET KINERJA SASARAN PADA

INDIKATOR KONDISI AWAL
TAHUN
NO. TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatkan Indeks Kepuasan
1 9 . Pegawai terhadap 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan sekretariat .
pelayanan sekretariat
Meningkatnya penyediaan
administrasi perkantoran, .
sarana prasarana aparatur Rata-rata capaian
p ana ap kinerja kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan laporan kinerja/keuangan .
sekretariat
dokumen perencanaan
perangkat daerah
Meningkatkan
2 |Pelayanan publik Indeks SPBE (Point) | 1,89 | 2,29 3 3,1 3,3 3,5
melalui pemanfaatan
teknologi informasi
Persentase Layanan
Meningkatnya layanan publik | Publik yang 58,3% 58,3% 65% 75% 85% 100%
berbasis IT diselenggarakan secara
online dan terintegrasi
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Meningkatnya pemanfaatan IT | yang terhubung dengan
pada penyelenggaraan akses internet yang 20,4% | 20,4% 30% 50% 60% 70%
pemerintahan disediakan oleh Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Meningkatnya data statistik | yang menggunakan data| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
sektoral yang disajikan statistik dalam
menyusun perencanaan
dan evaluasi
I
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PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

TARGET KINERJA SASARAN PADA
INDIKATOR KONDISI AWAL
TAHUN
NO. TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
pembangunan daerah
Meningkatnya layanan .
informasi pemerintah yang Tingkat Keamanan 61,76% | 61,76% | 70% 70% 75% 80%
. Informasi Pemerintah
diamankan
Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
TARGET KINERJA SASARAN PADA
INDIKATOR KONDISI AWAL
TAHUN
NO. TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatkan
1 | Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP (Poin) 70,15 | 75,55 | 76,00 | 79,50 | 80,00 | 82,00
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Perangkat 70,15 75,55 76,00 79,50 80,00 82,00
Kinerja Perangkat Daerah Daerah (Poin)
Meningkatnya Profesionalisme Indeks Profesionalisme
gramny ASN (IP-ASN) Perangkat - - 55,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00
ASN Perangkat Daerah .
Daerah (Poin)
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
2 |Publik dan Indeks SPBE (Poin) 1,89 2,29 3,00 3,50 3,60 3,70
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Meningkatnya Indeks Sistem ggs;elgggk;ailgsgasis
Pemerintahan Berbasis . 1,89 2,29 3,00 3,50 3,60 3,70
Elektronik (SPBE) Elektronik (SPBE)
Kabupaten Tapin (poin)
I
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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